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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN
DAN KEAMANAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN
KONTRAK JANGKA PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri
Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang
Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan
dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak

Jangka Panjang;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri

Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5343);
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN
KEAMANAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN
DENGAN KONTRAK JANGKA PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang
selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat
perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara
serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri
atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik
swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau
seluruhnya menghasilkan Alpalhankam, jasa
pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di
bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengadaan Alpalhankam adalah kegiatan untuk
memperoleh Alpalhankam oleh Menteri, menteri, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pimpinan
lembaga yang prosesnya dimulai dengan perencanaan
kebutuhan sampai diterimanya Alpalhankam yang
berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Kontrak Jangka Panjang adalah kontrak tahun jamak
Pengadaan Alpalhankam yang dilakukan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun atau lebih.

Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya
disingkat KKIP adalah komite yang mewakili Pemerintah
untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam
perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian,

sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.

www.peraturan.go.id



6.

2019, No.84

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALPALHANKAM

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Industri Pertahanan menghasilkan produk Alpalhankam
yang terdiri atas:
a. alat utama sistem senjata;
b. alat pendukung; dan
c. alat perlengkapan.
Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan dengan Kontrak Jangka
Panjang.
Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan Kontrak
Jangka Panjang jika memenuhi kriteria:
a. digunakan sebagai alat material khusus Kepolisian
Negara Republik Indonesia; atau
b. digunakan sebagai alat utama dalam rangka
melaksanakan tugas pokok kementerian dan/atau
lembaga.
Jenis produk Alpalhankam yang dilakukan dengan
Kontrak Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh ketua harian KKIP
dengan mempertimbangkan usulan pengguna melalui

mekanisme pengambilan keputusan KKIP.

Pasal 3
Selain Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (3), Pengadaan Alpahankam lain dapat dilakukan

dengan Kontrak Jangka Panjang.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Alpalhankam lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi kriteria:

a. proses produksi lebih dari 1 (satu) tahun;

b. memenuhi persyaratan operasional;

c. memiliki spesifikasi teknis sama selama kurun waktu
S (lima) tahun atau lebih; dan/atau

d. bernilai strategis sesuai kebutuhan pengguna.

Jenis produk Alpalhankam lain yang dapat dilakukan

dengan Kontrak Jangka Panjang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua harian KKIP dengan

mempertimbangkan usulan pengguna melalui

mekanisme pengambilan keputusan KKIP.

Bagian Kedua

Syarat Pengadaan Alpalhankam

Pasal 4

Pengadaan Alpalhankam dengan Kontrak Jangka

Panjang harus memenuhi persyaratan:

a. tercantum dalam Rencana Induk Pemenuhan
Kebutuhan Alpalhankam yang ditetapkan oleh Ketua
KKIP;

b. diusulkan oleh Menteri, menteri, atau pimpinan
lembaga; dan

c. dapat diproduksi oleh Industri Pertahanan.

Dalam hal Rencana Induk Pemenuhan Kebutuhan

Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a belum tersedia, Pengadaan Alpalhankam dengan

Kontrak Jangka Panjang dilakukan mengacu pada

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengadaan Alpalhankam
Pasal 5

Pengadaan Alpalhankam untuk pertahanan negara

dilakukan oleh Menteri.
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